LAMPIRAN XLVI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ /K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional
perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke
dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan
kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja

Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke

dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk

memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan

mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir
dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1)
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan
II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:
Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah
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Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD
serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana



Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



10.

11.

12.

13.

14.

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto
- Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger -
Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2012 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
10 Tahun 2022.

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);



35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 16)

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan  Perubahan Renja  Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai
penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah
terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat

Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024;
Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat
Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan
Penjabaran APBD;

Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta
pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum:;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja  Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tyjuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk; dan

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu
fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target
kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun
Berkenaan
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II
Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
tabel berikut:



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Perkiraan realisasi capaian

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program tarcet renstra perangkat
Target Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) Tareet daelith s/d tahlljn befalan
Kinerja Kinerja Pro ralgn dan J
. Indikator Kinerja Program Capaian Hasil gra
Urusan/Bidang Urusan " Kegiatan Realisasi
Kode 3 (outcome)/Kegiatan Program Program Tarcet Realisasi :
] Pemerintahan Daerah dan : g (Renja capaian Tingkat
rekening . (output)/Sub Kegiatan (sub (Renstra dan Renja Renja Tingkat P g
Program /kegiatan St Peranckat Keluaran SKat Perangkat program dan capaian
gl g o Perangkat | Perangkat | Realisasi Daerah) - o
Daerah) kegiatan o kegiatan s/d realisasi
Daerah Daerah (%) Tahun | Tahun 2024 tahun tarcet
2025 s/d Tahun Tahun Tahun (2023) ; et
(2022) 2023 2023 berjalan renstra (%)
( ) ( ) (tahun 2024)
1 2 3 4 S 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Nilai SAKIP Kecamatan 81 76,60 89.96 91.92 102 % 80 69.25 86,6%
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan | 8 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 5 Dokumen 62,5%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perangkat Daerah
7.01.01.2.01. | Penyusunana dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
0001 perencanan perangkat daerah Perangkat Daerah
(Kec. sawahan)
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
0002 dokumen RKA SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
0003 dokumen Perubahan RKA SKPD RKA-SKPD Dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan penyusunan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%




0004

dokumen DPA SKPD

Dan Laporan Hasil Koordinasi

Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
0005 dokumen Peerubahan DPA SKPD DPA-SKPD Dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
7.01.01.2.01. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 2 laporan 1 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 laporan 1 Laporan 50%
0006 Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan
Perangkat Daerah Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunann Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat | Jumlah Dokumen Administrasi | 14 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen 100% 14 Dokumen 8 Dokumen 57,1%
Daerah Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang Yang Menerima 14 bulan 12 Dokumen 22 22 100% 14 16 114,2%
0001 ASN Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/Bulan | Orang/Bulan Orang/bulan Orang/bulan
7.01.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah  Laporan Keuangan 1 Laporan 12 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 0%
0005 Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD Dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
7.01.01.2.02. | Koordinasi dan Penyusunan Jumlah  Laporan  Keuangan 12 Laporan 12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 6 Laporan 50%
0007 Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/ Triwulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD
7.01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi 1 Dokumen 80 % 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas 22 Paket 16 Orang 22 Paket 22 Paket 100% - - -
0002 Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapan
7.01.01.2.05. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah Pegawai Berdasarkan 6 Orang 0 6 Orang 6 Orang 100% 1 Laporan 3 Orang 300%
0009 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas Dan  Fungsi Yang
Mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan
7.01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Jumlah Dokumen Administrasi | 12 Dokumen 86% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Dokumen 6 Dokumen 50%
Daerah Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06. | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen 5 Paket 12 Bulan S Paket 5 Paket 100% 5 Paket 2 Paket 40%
0001 Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik / Penerangan
Kantor Bangunan Kantor Yang
Disediakan
7.01.01.2.06. | Penyediaaan peralatan rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah 8 Paket 12 Bulan 8 Paket 8 Paket 100% 8 Paket 4 Paket 50%




0003 tangga Tangga Yang Disediakan
7.01.01.2.06. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 12 Bulan 3 Paket 3 Paket 100% 3 Paket 1 Paket 33,3%
0004 Kantor Yang Disediakan
7.01.01.2.06. | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 12 Bulan 2 Paket 2 Paket 100% 2 Paket 1 Paket 50%
0005 Penggandaan Dan Penggandaan Yang
Disediakan
7.01.01.2.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan | 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 0%
0006 Peraturan Perundang-undangan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan Yang
Disediakan
7.01.01.2.06. | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan 12 Laporan 2 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 4 Laporan 33,3%
0009 Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Koordinasi Dan
Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06. | Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen 6 Dokumen 0 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 6 Dokumen 0 Dokumen 0%
0010 pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis
Pada SKPD
7.01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah 6 Unit 12 Bulan 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 6 Unit 100%
000 Penunjang Urusan Pemerintah Pada Perangkat Daerah Yang
Daerah Disediakan
7.01.01.2.07. | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang 2 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 100%
0005 Disediakan
7.01.01.2.07. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan Dan 4 Unit 0 4 Unit 4 Unit 100% 4 Unit 4 Unit 100%
0006 Lainnya Mesin Lainnya Yang Disediakan
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Laporan 6 Laporan 50%
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 6 Laporan 50%
0001 Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Bulan 48 Laporan 48 Laporan 100% 12 Laporan 6 Laporan 50%
0002 Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik Yang Disediakan
7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah 18 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Unit 6 Unit 50%
Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah Yang
Daerah Terpelihara
7.01.01.2.09. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 12 Bulan 3 Unit 3 Unit 100% 3 Unit 2 Unit 66,7%
0002 Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional Atau Lapangan
Perizinan Kendaraan Dinas Yang Dipelihara Dan Dibayarkan
Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya
7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 5 Unit 12 Bulan 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit 2 Unit 40%




0005

7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Peralatan Dan Mesin 6 Unit 12 Bulan 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 2 Unit 33,3%
0006 Lainnya Lainnya YangDipelihara
7.01.01.2.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor Dan 4 Unit 12 Bulan 4 Unit 4 Unit 100% 4 Unit 2 Unit 50%
0009 Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Yang
Dipelihara/Direhabilitasi
7.01.02.. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Kegiatan 100% 75% 100% 83% 83% 100% 40% 40%
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Dan Pelayanan
PELAYANAN PUBLIK Publik Yang Dilaksanakan
Dengan Tertib
7.01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Laporan Koordinasi 6 Laporan 12 Bulan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 6 Laporan 4 Laporan 66,7%
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Penyelenggaraan Kegiatan
Kecamatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.01. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan 6 Laporan 12 Bulan 6 Laporan 6 Laporan 100% 6 Laporan 4 Laporan 66,7%
0001 dan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan
Pemerintahan dengan Perangkat Dan Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan DenganPerangkat
Terkait Daerah Dan Instansi Vertikal
Terkait
7.01.02.2.03. | Koordinasi Pemeliharaan Jumlah Kegiatan Koordinsi / 2 Dokumen 12 Bulan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% 2 kegiatan 0 Kegiatan 0%
Prasarana dan Sarana Pelayanan Sinerg Dengan Perangkat Daerah
Umum Terkait Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
7.01.02.2.03. | Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 12 Bulan 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 0%
0001 Perangkat daerah dan/atau Koordinasi/Sinergi Dengan
Instansi Vertikal yang terkait Perangkat Daerah Dan/Atau
dalam Pemeliharaan Sarana dan Instansi Vertikal Yang Terkait
Prasarana Pelayanan Umum Dalam Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Pelayanan
Umum
7.01.02.2.04. | Pelaksanakan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50% 2 Laporan 0 Laporan 0%
Pemerintahan yang Dilimpahkan Kewenangan Lain Yang
Kepada Camat Dilimpahkan
7.01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 0%
0002 Pemerintahan yang terkait dengan | Nonperizinan  Pada  Urusan
Nonperizinan Pemerintahan
7.01.02.2.04. | Pelaksaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 0 1 Laporan 0 Laporan 0% 1 Laporan 0 Laporan 0%
0003 yang terkait dengan Kewenangan Kewenangan Lain Yang
Lain yang Dilimpahkan Dilimpahkan
7.01.03.. PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga 100% 100% 15 Kegiatan 15 Kegiatan 100% 100% 66% 66%




MASYARAKAT

Kemasyarakatan Yang  Aktif
Dalam Proses Pembangunan Di
Wilayah Kecamatan

7.01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga | 15 Lembaga 12 Bulan 15 Kegiatan 15 Kegiatan 100% 15 Lembaga 10 Lembaga 66,7%
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan Desa Yang Aktif | Kemasyarak Kemasyarakata | Kemasyarakata
Dalam Proses Pembangunan Di atan n n
Kecamatan
7.01.03.2.01. | Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga 8 Lembaga 12 Bulan 8 Lembaga 8 Lembaga 100% 8 Lembaga 8 Lembaga 100%
0001 Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang | Kemasyarak Kemasyarakata | Kemasyarakata
Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam  Forum atan n n
Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01. | Sinkronisasi Program Kerja dan Jumlah Dokumen Sinkronisasi | 15 Dokumen 12 Bulan 15 Dokumen | 15 Dokumen 100% 15 Dokumen 5 Dokumen 33,3%
0002 Kegiatan Pemberdayaan Program Kerja Dan Kegiatan
Masyarakat yang dilakukan oleh Pemberdayaan Masyarakat Yang
pemerintah dan swasta di wilayah | Dilakukan Oleh Pemerintah Dan
kecamatan Swasta Di Wilayah  Kerja
Kecamatan
7.01.04.. PROGRAM KETENTRAMAN , Persentase Permasalahan 100% 0 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 100% 66.66% 66.66%
KETERTIBAN DAN Ketentraman Dan Ketertiban
PEMERINTAHAN UMUM Umum Yang Ditangani
7.01.04.2.01. | Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 3 Laporan 0 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100% 3 laporan 2 Laporan 66,7%
Penyelenggaraan ketentraman dan | dengan Kepolisian Negara
Ketertiban Umum Republik Indonesai, Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01. | Sinergitas Dengan Kepolisian Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 3 Laporan 0 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 laporan 2 Laporan 66,7%
0001 Negara Republik Dengan
Indonesia,Tentara nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.05.. PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Lembaga /Organisasi 100% 100% 4 Kegiatan 4 kegiatan 100% 100% 100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Masyarakat Yang Aktif Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Di Kecamatan
7.01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Jumlah Lembaga/Organisasi | 4 Lembaga/ 12 Bulan 440 Orang 440 Orang 100% 4 Lembaga/ 4 Lembaga/ 100%
Pemerintahan Umum sesuai Masyarakat Yang Aktif Dalam Organisasi Organisasi Organisasi
Penugasan Kepala Daerah penyelenggaraan Pemerintahan | Masyarakat Masyarakt Masyarakat
Di Kecamatan
7.01.05.2.01. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Orang Yang Mengikuti 440 orang 12 Bulan 440 Orang 440 Orang 100% 440 orang 440 orang 100%
0001 Dan Ketahanan Nasional Dalam Pembinaan Wawasan
Rangka Pemantapan Pengamanan | Kebangsaan Dan Ketahanan




Pancasila Pelaksanaan Undang-
undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Nasional Dalam Rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta Pemertahanan Dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

7.01.06.. PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Desa Dan Kelurahan 100% 100% 15 Kegiatan 15 Kegiatan 100% 100% 100.00% 100%
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Cepat Berkembang
DESA
7.01.06.2.01. | Fasilitasi,Rekomendasi dan Jumlah Desa/Kelurahan Cepat 9 Desa 12 Bulan 15 Kegiatan 15 Kegiatan 100% 9 9 100%
Koordinasi Pembinaan dan Berkembang Desa/keluraha | Desa/Keluraha
Pengawasan Pemerintahan Desa n n
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen Yang | 8 Dokumen 12 Bulan 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 8 Dokumen 100%
0002 Pemerintahan Desa Difasilitasi Dalam Rangka
Administrasi Tata Pemerintahan
Desa
7.01.06.2.01. | Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah  Dokumen  Fasilitasi 3 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumem 3 Dokumen 100%
0011 Ketentraman dan Ketertiban Dalam Rangka Penyelenggaraan
Umum Ketentraman Dan Ketertiban
Umum
7.01.06.2.01. | Fasilitasi penyusunan Jumlah  Dokumen  Fasilitasi 4 Dokumen 12 Bulan 4 Dokumen 4 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
0013 Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan
Partisipatif Perencanaan Pembangunan

Partisipatif




Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan

target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No. Interval Nilai Predikat

1. 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

S. < 50% Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat
dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih
target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran
Program Perangkat Daerah Capaian Kinerja Predikat
Program Penunjang Urusan 86,56 % Tinggi
Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang Diambil

Renstra PD

1. Ada beberapa kegiatan kegiatan | Terdapat risiko kurang | 1. Memerintahkan PPTK untuk
yang belum dilaksanakan oleh | maksimal tercapainya target segera melaksanakan Kkegiatan
PPTK kinerja sesuai anggaran kas

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

40 %

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang Diambil

1. Ada kegiatan kurang tepat
dalam penganggaran, sehingga

Terdapat risiko
tercapainya target kinerja

kurang

dalam penganggaran

Untuk kedepanya agar lebih tepat

tidak maksimal dalam
realisasinya
2. Terdapat kegiatan yang

dilaksakan pada Triwulan II, IIT

Program Pemberdayaan Masyarakat | 66 % Sedang
Desa Dan Kelurahan
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
1. Ada kegiatan yang | Terdapat risiko kurang | Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan
anggarannya cukup namun | tercapainya target kinerja dan penyerapan anggaran pada
penjadwalan  pelaksanaannya Triwulan berikutnya

baru dapat dilaksanakan pada
Triwulan berikutnya

Program Koordinasi Ketentraman

66 %

Sedang




Dan Ketertiban Umum

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
1. Ada kegiatan yang anggarannya | Terdapat risiko kurang | Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan
cukup namun penjadwalan | tercapainya target kinerja dan penyerapan anggaran pada
pelaksanaannya baru dapat Triwulan berikutnya
dilaksanakan pada Triwulan
berikutnya
Program Penyelenggaraan Urusan 0 % Sangat Rendah
Pemerintahan Umum
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
1. Ada kegiatan yang | Terdapat risiko kurang | Mengingatkan PPTK wuntuk segera
anggarannya cukup namun | tercapainya target kinerja melaksanakan kegiatan, agar serapan
penjadwalan pelaksanaannya anggaran dan kinerja target terpenuhi

baru dapat dilaksanakan pada
Triwulan berikutnya

Program Pembinaan Dan 77 % Tinggi
Pengawasan Pemerintahan Desa
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang Diambil
Renstra PD
1. Terdapat kegiatan yang | Terdapat risiko kurang | Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan
dilaksakan pada Triwulan | tercapainya target kinerja dan penyerapan anggaran pada
berikutnya Triwulan berikutnya

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Tahun 2024.

TUJUAN DAN SASARAN : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran
jangka menengah Kecamatan Sawahan dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat
ditetapkan. Tujuan Kecamatan Sawahan adalah meningkatnya
sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur
dengan indikator kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran Kecamatan Sawahan adalah:
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).
Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
Indikator :Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan

ketertiban umum di wilayah Kecamatan.



Untuk mencapai Tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan

indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Target Akhir Data Capaian
. . Periode Capaian s/d Tahun
Tujuan Indikator Renstra Tahun Awal Terakhir
2024 Tahun 2023 2026
Meningkatnya sinergitas Nilai sinergitas 81 80,90 83

penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan pemerintahan di

Kecamatan

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator
dengan capaian seperti dalam tabel berikut :
Sasaran 1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN);

Indikator

Target Realisasi Capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 81 88,26 109 %

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Sasaran 2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah

Kecamatan.

Indikator Target Realisasi Capaian

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman 100 % 100 % 100 %

dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung)
Rp. 31080285003.058.028.500,- telah terserap sebesar 42 %
sejumlah Rp.1.304.216.200,-

pada Kecamatan Sawahan pada tahun 2024 sebesar

atau

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta
target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta
Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core
bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.2.1
Pengukuran IKU (Indikator Kinerja Utama) Triwulan II Tahun 2024

Pengukur

No. Sgsargn In(?hka.tor PenJelasan/ Formulasi Sumber Data Penanggung] Target an A.tas
Kinerja Kinerja Penghitungan Jawab Capaian
Indikator




Kinerja
Utama s.d
Tribulan II

1. MeningkatnyalNilai
sinergitas sinergitas

Eenyelenggara]

n kegiatan [raan

di Kecamatan [an di

pemerintahan pemerintah

Kecamatan

Konsep :

INilai Sinergitas

penyelenggaPenyelenggaraan
lPemerintahan di Kecamatan[Penilaian
merupakan alat ukur yangSinergitas
digunakan untuk mengukurPenyelenggaral
Tingkatlan

antarinstansiPemerintahan

sejauh
sinergitas
dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Tingkat
lkecamatan.

mana

Definisi Operasional :
Definisi Operasionall
menjelaskan secara rinci
tentang variable atayl
elemen yang diukur.
Misalnya, dapat mencakup)
indikator-indikator seperti
rapat koordinasi yang
diadakan, program bersamal
antarinstansi, atauy
pertukaran informasi secaral
teratur.

Formulasi Perhitungan :
Perhitungan nilai dapatf]
melibatkan kombinasi
berbagai indikator yang]
mencerminkan  sinergitas,
yakni hasil Penilaian|
Sinergitas Penyelenggaraan
IPemerintahan dil
Kecamatan.

Manfaat :

Nilai ini dapat memberikan
gambaran tentang sejauh
mana koordinasi dan|
sinergitas antarinstansi dji
kecamatan, yang dapat
digunakan untuk perbaikan
dan pengembangan program
pemerintah setempat.

Cara Pengumpulan Data :
Data dapat dikumpulan|
melalui berbagai metode,
seperti wawancara dengan|
Eejanbat pemerintahan,
nalisis dokumen|
kebijakan, atau pengamatan
langsung terhadap kegiatan
koordinasi antarinstansi.

Frekuensi Waktu
[Pengumpulan Data :

Data dikumpulkan secara
berkala, untuk memantau
perkembangan dan
efektivitas Upaya

Laporan
Capaian atau
Hasil

di Kecamatan

Camat

eningkatan sinergitas.

81

80,90

Tabel 2.2.2

Pengukuran IKK (Indikator Kinerja Kunci) Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kinerja

Indikator Kinerja

Target
(%)

Realisasi

Capaian

kualitas
Administrasi
Kecamatan

Meningkatkan
Pelayanan
Terpadu
(PATEN)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

81

88,26

109 %

Meningkatkan
Ketentraman
Ketertiban
Kecamatan

dan

di  Wilayah

Persentase penurunan pelanggaran
ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Kecamatan

100 %

100 %

100 %




2.3. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait
langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-
pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan
pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Indikator
No. Lokasi Besaran/ Volume Catatan
Sub Kegiatan Kinerja
(1) @) ©3) 4) (@) (6)
NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-
2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD
Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu “Pemantapan Ketahanan
Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung
SDM Berkualitas”

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan
daerah yang akan dilaksanakan wuntuk menjawab isu strategis dan
tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian
penduduk ,dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor
unggulan Kabupaten Nganjuk;

3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan
masyarakat;
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan,
sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana
dasar permukiman;
Peningkatan ketahanan bencana; dan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan
pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun
2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dirumuskan Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun
2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan (Urusan Kewilayahan Kecamatan
Sawahan).

Program yang mendukung Prioritas Daerah Tahun 2024

Urusan Unsur Kewilayahan Kecamatan
- wray Prioritas Pembangunan Daerah

Sawahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Penciptaan Tata Kelola
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan dan  Pelayanan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan | Publik dengan Pemanfaatan
Pelayanan Publik Teknologi Informasi (e-gov)




Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Asumsi Perubahan Program/Kegiatan/SubKegiatan pada Perubahan

Renja 2024 :

a.

Adanya Kebijakan Nasional berupa dukungan terhadap persiapan Pemilu
2024;
Adanya perubahan Asumsi target/kinerja yang belum tercapai sampai

dengan Semester I.

3.1. Tyjuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya sinergitas
penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan”, adapun sasaran yang akan
dicapai adalah “Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan
kecamatan ”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN).
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.
Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Target Realisasi
Tujuan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Tahun 2024 ('sampal
Triwulan II)
Meningkatnya sinergitas Nilai sinergitas penyelenggaraan 81 80,90
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kecamatan
kecamatan
Target Realisasi
Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Tahun 2024 ('sampal
Triwulan II)
Meningkatkan kualitas Pelayanan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81 88,26
Administrasi Terpadu Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu
(PATEN) Kecamatan (PATEN)
Meningkatkan Ketentraman dan Persentase penurunan pelanggaran 100 % 100 %
Ketertiban di Wilayah Kecamatan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah kecamatan




3.2. Program dan Kegiatan
Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda
pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi

global saat ini.

RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
(KECAMATAN SAWAHAN)

No. Urusan/Program/ Indikator Kinerja Pagu keterangan
Kegeim) b LegeiEn Uraian (Output) Target Lo Lt it Bertambah | Berkurang
Urusan Kewilayahan
Kecamatan Sawahan

1 PROGRAM Nilai SAKIP Kecamatan 80 2.704.14 | 98.219.00 | 4.800.000
PENUNJANG URUSAN 0.200 (1]
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan 8 3.540.00
Penganggaran, dan Perangkat Daerah Dokume (1]

Evaluasi Kinerja n
Perangkat Daerah

3 Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan 2 200.000
Perencanan Perangkat | Perangkat Daerah Dokumen
Daerah

4 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 200.000
Penyusunan Dokumen | Dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

5 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 200.000
Penyusunan Dokumen | RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Dokumen
Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

6 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 200.000
Penyusunan Dokumen | Dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD

7 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 200.000
Penyusunan Dokumen | DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perubahan DPA-SKPD

8 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja | 2 laporan 2.540.00
Penyusunan Laporan Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan 0
Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunann Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

9 Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi 14 2.401.71 93.419.00
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat Daerah Dokume 2.000 1)
Daerah n

10 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang Yang Menerima 14 2.397.65 | 93.419.000
Tunjangan ASN Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/b 2.000

ulan

11 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 1 1.520.00
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Laporan 0
Keuangan Akhir Hasil Koordinasi Penyusunan
Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD

12 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 12 2.540.00
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Laporan 0
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
Triwulanan/

Semesteran SKPD

13 Administrasi Jumlah Dokumen Administrasi 1 7.850.00 | 1.850.000
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah | Laporan o)

Perangkat Daerah

14 Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan 6 Orang 7.850.00 1.850.000
Pelatihan Pegawai Tugas Dan Fungsi Yang 0
Berdasarkan Tugas Mengikuti Pendidikan Dan
dan Fungsi Pelatihan

15 Administrasi Umum Jumlah Dokumen Administrasi 12 74.390.6 | 2.950.000 | 1.200.000




Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah Dokume 00
n
16 Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen 5 Paket 2.500.00
Instalasi Instalasi Listrik / Penerangan 0
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Yang
Bangunan Kantor Disediakan
17 Penyediaaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan Rumah 8 Paket 3.367.20
Rumah Tangga Tangga Yang Disediakan 0
18 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 50.073.7
Logistik Kantor Kantor Yang Disediakan 00
19 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 3.499.70
Cetakan dan Dan Penggandaan Yang 0
Penggandaan Disediakan
20 Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 1 3.000.00
Bacaan dan Peraturan | Bacaan Dan Peraturan Dokumen 0
Perundang-undangan Perundang-Undangan Yang
Disediakan
21 Penyediaan Rapat Jumlah Laporan 12 11.950.0 2.950.000
Koordinasi dan Penyelenggaraan Koordinasi Dan | Laporan 00
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
22 Penata Usahaan Arsip Jumlah Dokumen 6 0 1.200.000
dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Dokumen
Pada SKPD
23 Pengadaan Barang Jumlah Barang Milik Daerah 6 Unit 69.631.1
Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang 00
Penunjang Urusan Disediakan
Pemerintah Daerah
24 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang 2 Unit 8.815.40
Disediakan 0
25 Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan Dan 4 Unit 60.815.7
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya Yang Disediakan 00
26 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 18.600.0 3.600.000
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan Laporan 00
Pemerintahan Daerah | Pemerintahan Daerah
27 Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan 12 600.000
Menyurat Jasa Surat Menyurat Laporan
28 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 18.000.0 3.600.000
Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya Laporan 00
Daya Air dan Listrik Air Dan Listrik Yang Disediakan
29 Pemeliharaan Barang | Jumlah Barang Milik Daerah 12 Unit 128.416.
Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang 500
Penunjang Urusan Terpelihara
Pemerintahan Daerah
30 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 39.968.2
Pemeliharaan, Biaya Operasional Atau Lapangan 50
Pemeliharaan, Pajak, Yang Dipelihara Dan Dibayarkan
dan Perizinan Pajak dan Perizinannya
Kendaraan dinas
Operasional atau
Lapangan
31 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 5 Unit 6.477.75
0
32 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Dan Mesin 6 Unit 7.625.00
Peralatan dan Mesin Lainnya YangDipelihara 0
Lainnya
33 Pemeliharaan/Rehabili | Jumlah Gedung Kantor Dan 4 Unit 74.345.5
tasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya Yang 00
dan Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
34 PROGRAM Persentase Kegiatan 100% 116.678.
PENYELENGGARAAN Pemerintahan Dan Pelayanan 000
PEMERINTAHAN DAN | Publik Yang Dilaksanakan
PELAYANAN PUBLIK Dengan Tertib
35 Koordinasi Jumlah Laporan Koordinasi 6 109.748.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan Laporan 000
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Pemerintahan di Kecamatan
Tingkat Kecamatan
36 Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 6 109.748.
Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Laporan 000
Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan Dengan Pemerintahan DenganPerangkat
Perangkat Daerah dan | Daerah Dan Instansi Vertikal
Instansi Vertikal Terkait
Terkait
37 Koordinasi Jumlah Kegiatan Koordinsi / 2 5.000.00
Pemeliharaan Sinerg Dengan Perangkat kegiatan o
Prasarana dan Sarana | Daerah Terkait Pemeliharaan
Pelayanan Umum Sarana Dan Prasarana
38 Koordinasi/Sinergi Jumlah Dokumen 2 5.000.00
Dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi Dengan Dokumen 0

Daerah dan/atau

Perangkat Daerah Dan/Atau




Instansi Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

Instansi Vertikal Yang Terkait
Dalam Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Pelayanan
Umum

39 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 1.930.00
Pemerintahan yang Kewenangan Lain Yang Laporan o
dilimpahkan kepada Dilimpahkan
Camat

40 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 965.000
Pemerintahan yang Nonperizinan Pada Urusan Laporan
terkait dengan Pemerintahan
Nonperizinan

41 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 965.000
Pemerintahan yang Kewenangan Lain Yang Laporan
Terkait dengan Dilimpahkan
Kewenangan Lain yang
dilimpahkan

42 PROGRAM Persentase Lembaga 100% 101.670. 50.000.00
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan Yang Aktif 000 o]
MASYARAKAT DESA Dalam Proses Pembangunan Di
DAN KELURAHAN Wilayah Kecamatan

43 Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 15 101.670. | 50.000.000
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan Desa Yang Lembaga 000

Aktif Dalam Proses Kemasya
Pembangunan Di Kecamatan rakatan

44 Peningkatan Jumlah Lembaga 8 35.000.0
Partisipasi Masyarakat | Kemasyarakatan yang Lembaga 00
Dalam Forum Berpartisipasi dalam Forum Kemasyar
Musyawarah Musyawarah Perencanaan akatan
Perencanaan Pembangunan di Desa
Pembangunan di Desa

45 Sinkronisasi Program Jumlah Dokumen Sinkronisasi 15 16.670.0
Kerja dan Kegiatan Program Kerja Dan Kegiatan Dokumen 00
Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Yang
Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan
Dilakukan oleh Swasta Di Wilayah Kerja
Pemerintah dan Kecamatan
Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

46 Peningkatan Efektifitas | Jumlah Laporan Peningkatan 1 50.000.0 | 50.000.000
Kegiatan Efektivitas Kegiatan Laporan 00
Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat di
Masyarakat di Wilayah | Wilayah Kecamatan
Kecamatan

47 PROGRAM Persentase Permasalahan 100% 20.999.6
PENYELENGGARAAN | Ketentraman Dan Ketertiban 00
KETENTENTRAMAN Umum Yang Ditangani
DAN KETERTIBAN
UMUM

48 Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Hasil 3 20.999.6
Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian laporan 00
Ketentraman dan Negara Republik Indonesai,

Ketertiban Umum Tentara Nasional Indonesia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

49 Sinergitas Dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas | 3 laporan 20.999.6
Kepolisian Negara Dengan 00
Republik Indonesia
dan Instansi Vertikal
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan

50 PROGRAM Persentase Lembaga 100% 198.392.
PENYELENGGARAAN /Organisasi Masyarakat Yang 500
URUSAN Aktif Dalam Penyelenggaraan
PEMERINTAHAN Pemerintahan Di Kecamatan
UMUM

51 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga/Organisasi 4 198.392.
Urusan Pemerintahan | Masyarakat Yang Aktif Dalam Lembaga 500
Umum Sesuai penyelenggaraan /

Penugasan Kepala Pemerintahan Di Kecamatan Organisa
Daerah si
Masyara
kt

52 Pembinaan Wawasan Jumlah Orang Yang Mengikuti 440 198.392.

Kebangsaan dan Pembinaan Wawasan orang 500

Ketahanan Nasional
Dalam Rangka
Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara

Kebangsaan Dan Ketahanan
Nasional Dalam Rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,




Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik

Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta Pemertahanan Dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia

53 PROGRAM Persentase Desa Dan 100% 59.567.2
PEMBINAAN DAN Kelurahan Cepat Berkembang 0o
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA

54 Fasilitasi, Jumlah Desa/Kelurahan Cepat 9 59.567.2
Rekomendasi dan Berkembang Desa/kel 00
Koordinasi urahan
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

55 Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen Yang 8 32.567.5
Tata Pemerintahan Difasilitasi Dalam Rangka Dokumen 00
Desa Administrasi Tata Pemerintahan

Desa

56 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi 3 11.999.7
Penyelenggaraan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dokume 00
Ketentraman dan Ketentraman Dan Ketertiban m
Ketertiban Umum Umum

57 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi 4 15.000.0
Perencanaan Dalam Rangka Penyusunan Dokumen 00
Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif Partisipatif

JUMLAH 148.219.0 4.800.000

00




PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SAWAHAN

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU

PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ TARGET PAGU PERANGKAT KET
BIDANG KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB KEGIATAN DAERAH
URUSAN (OUTPUT)

PEMERIN SEMULA MENJADI SEMULA MENJADI RKPD 2024 APBD 2024 PERUBAHAN RKPD 2024 APBD 2024 PERUBAHAN
TAHAN RKPD 2024 RKPD 2024
UNSUR
KEWILAY
AHAN
1 KECAMA PROGRAM PROGRAM Nilai SAKIP Nilai SAKIP 80 80 80 2.610.721.200 2.610.721.200 2.704.140.200 KECAMATAN
TAN PENUNJANG PENUNJANG Kecamatan Kecamatan SAWAHAN
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/ KABUPATEN/
KOTA KOTA
2 Perencanaan, Perencanaan, Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 3.540.000 3.540.000 3.540.000 KECAMATAN
Penganggaran, Penganggaran, Perencanaan Perencanaan SAWAHAN
dan Evaluasi dan Evaluasi Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat
Daerah Daerah
3 Penyusunan Penyusunan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000 200.000 200.000 KECAMATAN
Dokumen Dokumen Perencanaan Perencanaan SAWAHAN
Perencanan Perencanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah
4 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000 200.000 200.000 KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan RKA-SKPD Dan RKA-SKPD Dan SAWAHAN
Dokumen RKA- Dokumen RKA- Laporan Hasil Laporan Hasil
SKPD SKPD Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen RKA- Dokumen RKA-
SKPD SKPD
5 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000 200.000 200.000 KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Perubahan RKA- Perubahan RKA- SAWAHAN
Dokumen Dokumen SKPD Dan Laporan SKPD Dan Laporan
Perubahan RKA- Perubahan RKA- Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi
SKPD SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
Perubahan RKA- Perubahan RKA-
SKPD SKPD
6 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000 200.000 200.000 KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan DPA-SKPD Dan DPA-SKPD Dan SAWAHAN

Dokumen DPA-
SKPD

Dokumen DPA-
SKPD

Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD




7 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000 200.000 200.000 | KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Perubahan DPA- Perubahan DPA- SAWAHAN
Dokumen Dokumen SKPD Dan Laporan SKPD Dan Laporan
Perubahan DPA- Perubahan DPA- Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi
SKPD SKPD Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
Perubahan DPA- Perubahan DPA-
SKPD SKPD
8 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2.540.000 2.540.000 2.540.000 KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Capaian Kinerja Capaian Kinerja SAWAHAN
Laporan Capaian Laporan Capaian Dan Ikhtisar Dan Ikhtisar
Kinerja dan Kinerja dan Kinerja SKPD Dan Kinerja SKPD Dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Laporan Hasil
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Koordinasi Koordinasi
Penyusunann Penyusunann
Laporan Capaian Laporan Capaian
Kinerja Dan Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
9 Administrasi Administrasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 14 Dokumen 2.308.293.000 2.308.293.000 2.401.712.000 | KECAMATAN
Keuangan Keuangan Administrasi Administrasi SAWAHAN
Perangkat Daerah Perangkat Keuangan Keuangan
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
10 Penyediaan Gaji Penyediaan Gaji Jumlah Orang Yang Jumlah Orang Yang 14 14 14 2.304.233.000 2.304.233.000 2.397.652.000 KECAMATAN Penambahan Gaji dan
dan Tunjangan dan Tunjangan Menerima Gaji Dan Menerima Gaji Dan Orang/bulan | Orang/bulan Orang/bulan SAWAHAN Tunjangan ASN
ASN ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
11 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1.520.000 1.520.000 1.520.000 | KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Keuangan Akhir Keuangan Akhir SAWAHAN
Laporan Laporan Tahun SKPD Dan Tahun SKPD Dan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Laporan Hasil Laporan Hasil
Tahun SKPD Tahun SKPD Koordinasi Koordinasi
Penyusunan Penyusunan
Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD
12 Koordinasi dan Koordinasi dan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 2.540.000 2.540.000 2.540.000 | KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Keuangan Keuangan SAWAHAN
Laporan Laporan Bulanan/ Bulanan/
Keuangan Keuangan Triwulanan/ Triwulanan/
Bulanan/ Bulanan/ Semesteran SKPD Semesteran SKPD
Triwulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD Semesteran
SKPD
13 Administrasi Administrasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000 6.000.000 7.850.000 | KECAMATAN
Kepegawaian Kepegawaian Administrasi Administrasi SAWAHAN
Perangkat Daerah Perangkat Kepegawaian Kepegawaian
Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
14 Pendidikan dan Pendidikan dan Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6.000.000 6.000.000 7.850.000 | KECAMATAN Penambahan Belanja Jasa
Pelatihan Pegawai Pelatihan Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas SAWAHAN Tenaga Ahli Instruktur
Berdasarkan Pegawai Dan Fungsi Yang Dan Fungsi Yang Senam
Tugas dan Fungsi Berdasarkan Mengikuti Mengikuti
Tugas dan Fungsi Pendidikan Dan Pendidikan Dan
Pelatihan Pelatihan
15 Administrasi Administrasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 72.640.600 72.640.600 74.390.600 | KECAMATAN
Umum Perangkat Umum Perangkat Administrasi Umum Administrasi Umum SAWAHAN
Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
16 Penyediaan Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket 5 Paket 5 Paket 5 Paket 2.500.000 2.500.000 2.500.000 KECAMATAN
Komponen Komponen Komponen Instalasi Komponen Instalasi SAWAHAN
Instalasi Instalasi Listrik / Listrik /
Listrik/Peneranga Listrik/Penerang Penerangan Penerangan
n Bangunan an Bangunan Bangunan Kantor Bangunan Kantor
Kantor Kantor Yang Disediakan Yang Disediakan




17 Penyediaaan Penyediaaan Jumlah Paket Jumlah Paket 8 Paket 8 Paket 8 Paket 3.367.200 3.367.200 3.367.200 | KECAMATAN
Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah Peralatan Rumah SAWAHAN
Tangga Tangga Tangga Yang Tangga Yang
Disediakan Disediakan
18 Penyediaan Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 50.073.700 50.073.700 50.073.700 KECAMATAN
Bahan Logistik Bahan Logistik Bahan Logistik Bahan Logistik SAWAHAN
Kantor Kantor Kantor Yang Kantor Yang
Disediakan Disediakan
19 Penyediaan Penyediaan Jumlah Paket Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3.499.700 3.499.700 3.499.700 KECAMATAN
Barang Cetakan Barang Cetakan Barang Cetakan Barang Cetakan SAWAHAN
dan Penggandaan dan Penggandaan Dan Penggandaan Dan Penggandaan
Yang Disediakan Yang Disediakan
20 Penyediaan Penyediaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 KECAMATAN
Bahan Bacaan Bahan Bacaan Bahan Bacaan Dan Bahan Bacaan Dan SAWAHAN
dan Peraturan dan Peraturan Peraturan Peraturan
Perundang- Perundang- Perundang- Perundang-
undangan undangan Undangan Yang Undangan Yang
Disediakan Disediakan
21 Penyediaan Rapat Penyediaan Rapat | Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 9.000.000 9.000.000 11.950.000 | KECAMATAN Penambahan Belanja
Koordinasi dan Koordinasi dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan SAWAHAN Perjalanan Dinas
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Koordinasi Dan Koordinasi Dan
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
22 Penata Usahaan Penata Usahaan Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 1.200.000 1.200.000 0 KECAMATAN Pengurangan Belanja Jasa
Arsip dinamis Arsip dinamis Penatausahaan Penatausahaan SAWAHAN Honorarium Tenaga Arsip
pada SKPD pada SKPD Arsip Dinamis Pada Arsip Dinamis Pada dan Perpustakaan
SKPD SKPD
23 Pengadaan Pengadaan Jumlah Barang Jumlah Barang 6 Unit 6 Unit 6 Unit 69.631.100 69.631.100 69.631.100 KECAMATAN
Barang Milik Barang Milik Milik Daerah Pada Milik Daerah Pada SAWAHAN
Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penunjang Penunjang Yang Disediakan Yang Disediakan
Urusan Urusan
Pemerintah Pemerintah
Daerah Daerah
24 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel | Jumlah Paket Mebel 2 Unit 2 Unit 2 Unit 8.815.400 8.815.400 8.815.400 KECAMATAN
Yang Disediakan Yang Disediakan SAWAHAN
25 Pengadaan Pengadaan Jumlah Unit Jumlah Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 60.815.700 60.815.700 60.815.700 KECAMATAN
Peralatan dan Peralatan dan Peralatan Dan Peralatan Dan SAWAHAN
Mesin Lainnya Mesin Lainnya Mesin Lainnya Yang Mesin Lainnya Yang
Disediakan Disediakan
26 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 22.200.000 22.200.000 18.600.000 KECAMATAN
Penunjang Penunjang Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa SAWAHAN
Urusan Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah Daerah Daerah
27 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 600.000 600.000 600.000 KECAMATAN
Surat Menyurat Surat Menyurat Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa SAWAHAN
Surat Menyurat Surat Menyurat
28 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 21.600.000 21.600.000 18.000.000 | KECAMATAN Pengurangan Belanja
Komunikasi, Komunikasi, Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa SAWAHAN Tagihan Telepon
Sumber Daya Air Sumber Daya Air Komunikasi, Komunikasi,
dan Listrik dan Listrik Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Dan Listrik Yang Dan Listrik Yang
Disediakan Disediakan
29 Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Barang Jumlah Barang 12 Unit 12 Unit 12 Unit 128.416.500 128.416.500 128.416.500 | KECAMATAN
Barang Milik Barang Milik Milik Daerah Pada Milik Daerah Pada SAWAHAN
Daerah Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penunjang Penunjang Yang Terpelihara Yang Terpelihara
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah




30 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan 3 Unit 3 Unit 3 Unit 39.968.250 39.968.250 39.968.250 KECAMATAN
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Dinas Operasional Dinas Operasional SAWAHAN
Biaya Biaya Atau Lapangan Atau Lapangan
Pemeliharaan, Pemeliharaan, Yang Dipelihara Yang Dipelihara
Pajak, dan Pajak, dan Dan Dibayarkan Dan Dibayarkan
Perizinan Perizinan Pajak dan Pajak dan
Kendaraan dinas Kendaraan dinas Perizinannya Perizinannya
Operasional atau Operasional atau
Lapangan Lapangan
31 Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Mebel Yang Jumlah Mebel Yang 5 Unit 5 Unit 5 Unit 6.477.750 6.477.750 6.477.750 | KECAMATAN
Mebel Mebel Dipelihara Dipelihara SAWAHAN
32 Pemeliharaan Pemeliharaan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan 6 Unit 6 Unit 6 Unit 7.625.000 7.625.000 7.625.000 KECAMATAN
Peralatan dan Peralatan dan Dan Mesin Lainnya Dan Mesin Lainnya SAWAHAN
Mesin Lainnya Mesin Lainnya YangDipelihara YangDipelihara
33 Pemeliharaan/Re Pemeliharaan/Re Jumlah Gedung Jumlah Gedung 4 Unit 4 Unit 4 Unit 74.345.500 74.345.500 74.345.500 KECAMATAN
habilitasi Gedung habilitasi Gedung Kantor Dan Kantor Dan SAWAHAN
Kantor dan Kantor dan Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
Bangunan Bangunan Yang Yang
Lainnya Lainnya Dipelihara/Direhabi | Dipelihara/Direhabi
litasi litasi
34 PROGRAM PROGRAM Persentase Persentase 100% 100% 100% 116.678.000 116.678.000 116.678.000 KECAMATAN
PENYELENGGAR PENYELENGGAR Kegiatan Kegiatan SAWAHAN
AAN AAN Pemerintahan Dan Pemerintahan Dan
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Pelayanan Publik Pelayanan Publik
DAN DAN Yang Dilaksanakan Yang Dilaksanakan
PELAYANAN PELAYANAN Dengan Tertib Dengan Tertib
PUBLIK PUBLIK
35 Koordinasi Koordinasi Jumlah Laporan Jumlah Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 109.748.000 109.748.000 109.748.000 KECAMATAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Koordinasi Koordinasi SAWAHAN
Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Pemerintahan di Kegiatan Kegiatan
Tingkat Tingkat Pemerintahan di Pemerintahan di
Kecamatan Kecamatan Tingkat Kecamatan Tingkat Kecamatan
36 Koordinasi/Siner Koordinasi/Siner Jumlah Laporan Jumlah Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 109.748.000 109.748.000 109.748.000 KECAMATAN
gi Perencanaan gi Perencanaan Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi SAWAHAN
dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Dan Perencanaan Dan
Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pemerintahan Pemerintahan Kegiatan Kegiatan
Dengan Dengan Pemerintahan Pemerintahan
Perangkat Daerah Perangkat DenganPerangkat DenganPerangkat
dan Instansi Daerah dan Daerah Dan Daerah Dan
Vertikal Terkait Instansi Vertikal Instansi Vertikal Instansi Vertikal
Terkait Terkait Terkait
37 Koordinasi Koordinasi Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 | KECAMATAN
Pemeliharaan Pemeliharaan Koordinsi / Sinerg Koordinsi / Sinerg SAWAHAN
Prasarana dan Prasarana dan Dengan Perangkat Dengan Perangkat
Sarana Pelayanan | Sarana Daerah Terkait Daerah Terkait
Umum Pelayanan Umum Pemeliharaan Pemeliharaan
Sarana Dan Sarana Dan
Prasarana Prasarana
38 Koordinasi/Siner Koordinasi/Siner Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 KECAMATAN
gi Dengan gi Dengan Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi SAWAHAN
Perangkat Daerah Perangkat Dengan Perangkat Dengan Perangkat
dan/atau Daerah dan/atau Daerah Dan/Atau Daerah Dan/Atau
Instansi Vertikal Instansi Vertikal Instansi Vertikal Instansi Vertikal
yang Terkait yang Terkait Yang Terkait Dalam Yang Terkait Dalam
dalam dalam Pemeliharaan Pemeliharaan
Pemeliharan Pemeliharan Sarana Dan Sarana Dan
Sarana dan Sarana dan Prasarana Prasarana
Prasarana Prasarana Pelayanan Umum Pelayanan Umum

Pelayanan Umum

Pelayanan Umum




39 Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1.930.000 1.930.000 1.930.000 | KECAMATAN
Urusan Urusan Pelaksanaan Pelaksanaan SAWAHAN
Pemerintahan Pemerintahan Kewenangan Lain Kewenangan Lain
yang dilimpahkan yang dilimpahkan | Yang Dilimpahkan Yang Dilimpahkan
kepada Camat kepada Camat
40 Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 965.000 965.000 965.000 KECAMATAN
Urusan Urusan Pelaksanaan Pelaksanaan SAWAHAN
Pemerintahan Pemerintahan Nonperizinan Pada Nonperizinan Pada
yang terkait yang terkait Urusan Urusan
dengan dengan Pemerintahan Pemerintahan
Nonperizinan Nonperizinan
41 Pelaksanaan Pelaksanaan Jumlah Laporan Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 965.000 965.000 965.000 KECAMATAN
Urusan Urusan Pelaksanaan Pelaksanaan SAWAHAN
Pemerintahan Pemerintahan Kewenangan Lain Kewenangan Lain
yang Terkait yang Terkait Yang Dilimpahkan Yang Dilimpahkan
dengan dengan
Kewenangan Lain Kewenangan Lain
yang dilimpahkan yang dilimpahkan
42 PROGRAM PROGRAM Persentase Persentase 100% 100% 100% 51.670.000 51.670.000 101.670.000 KECAMATAN
PEMBERDAYAA PEMBERDAYAA Lembaga Lembaga SAWAHAN
N MASYARAKAT N MASYARAKAT Kemasyarakatan Kemasyarakatan
DESA DAN DESA DAN Yang Aktif Dalam Yang Aktif Dalam
KELURAHAN KELURAHAN Proses Proses
Pembangunan Di Pembangunan Di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
43 Koordinasi Koordinasi Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 15 Lembaga 15 Lembaga 15 Lembaga 51.670.000 51.670.000 101.670.000 | KECAMATAN
Kegiatan Kegiatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarak Kemasyarak Kemasyarakata SAWAHAN
Pemberdayaan Pemberdayaan Desa Yang Aktif Desa Yang Aktif atan atan n
Desa Desa Dalam Proses Dalam Proses
Pembangunan Di Pembangunan Di
Kecamatan Kecamatan
44 Peningkatan Peningkatan Jumlah Lembaga Jumlah Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 8 Lembaga 35.000.000 35.000.000 35.000.000 | KECAMATAN
Partisipasi Partisipasi Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarak Kemasyarak Kemasyarakata SAWAHAN
Masyarakat Masyarakat yang Berpartisipasi yang Berpartisipasi atan atan n
Dalam Forum Dalam Forum dalam Forum dalam Forum
Musyawarah Musyawarah Musyawarah Musyawarah
Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pembangunan di Pembangunan di Pembangunan di Pembangunan di
Desa Desa Desa Desa
45 Sinkronisasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 15 Dokumen 16.670.000 16.670.000 16.670.000 KECAMATAN
Program Kerja Program Kerja Sinkronisasi Sinkronisasi SAWAHAN
dan Kegiatan dan Kegiatan Program Kerja Dan Program Kerja Dan
Pemberdayaan Pemberdayaan Kegiatan Kegiatan
Masyarakat yang Masyarakat yang Pemberdayaan Pemberdayaan
Dilakukan oleh Dilakukan oleh Masyarakat Yang Masyarakat Yang
Pemerintah dan Pemerintah dan Dilakukan Oleh Dilakukan Oleh
Swasta di Swasta di Pemerintah Dan Pemerintah Dan
Wilayah Kerja Wilayah Kerja Swasta Di Wilayah Swasta Di Wilayah
Kecamatan Kecamatan Kerja Kecamatan Kerja Kecamatan
46 - Peningkatan - Jumlah Laporan - - 1 Laporan - - 50.000.000 KECAMATAN Bantuan untuk
Efektifitas Peningkatan SAWAHAN Kemiskinan Ekstrem dan
Kegiatan Efektivitas Kegiatan Stunting
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat di Masyarakat di
Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan
47 PROGRAM PROGRAM Persentase Persentase 100% 100% 100% 20.999.600 20.999.600 20.999.600 | KECAMATAN
PENYELENGGAR PENYELENGGAR Permasalahan Permasalahan SAWAHAN
AAN AAN Ketentraman Dan Ketentraman Dan
KETENTENTRA KETENTENTRA Ketertiban Umum Ketertiban Umum
MAN DAN MAN DAN Yang Ditangani Yang Ditangani




KETERTIBAN KETERTIBAN
UMUM UMUM
48 Koordinasi Upaya Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Jumlah Laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 20.999.600 20.999.600 20.999.600 KECAMATAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hasil Sinergitas Hasil Sinergitas SAWAHAN
Ketentraman dan Ketentraman dan dengan Kepolisian dengan Kepolisian
Ketertiban Umum Ketertiban Umum Negara Republik Negara Republik
Indonesai, Tentara Indonesai, Tentara
Nasional Indonesia Nasional Indonesia
dan Instansi dan Instansi
Vertikal di Wilayah Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
49 Sinergitas Sinergitas Jumlah Laporan Jumlah Laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 20.999.600 20.999.600 20.999.600 KECAMATAN
Dengan Dengan Hasil Sinergitas Hasil Sinergitas SAWAHAN
Kepolisian Negara Kepolisian Negara Dengan Dengan
Republik Republik
Indonesia dan Indonesia dan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal
Indonesia dan Indonesia dan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal
di Wilayah di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
50 PROGRAM PROGRAM Persentase Persentase 100% 100% 100% 198.392.500 198.392.500 198.392.500 | KECAMATAN
PENYELENGGAR PENYELENGGAR Lembaga Lembaga SAWAHAN
AAN URUSAN AAN URUSAN /Organisasi /Organisasi
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN Masyarakat Yang Masyarakat Yang
UMUM UMUM Aktif Dalam Aktif Dalam
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Pemerintahan Di
Kecamatan Kecamatan
51 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jumlah Jumlah 4 Lembaga/ 4 Lembaga/ 4 Lembaga/ 198.392.500 198.392.500 198.392.500 | KECAMATAN
Urusan Urusan Lembaga/Organisas Lembaga/Organisas Organisasi Organisasi Organisasi SAWAHAN
Pemerintahan Pemerintahan i Masyarakat Yang i Masyarakat Yang Masyarakt Masyarakt Masyarakt
Umum Sesuai Umum Sesuai Aktif Dalam Aktif Dalam
Penugasan Penugasan penyelenggaraan penyelenggaraan
Kepala Daerah Kepala Daerah Pemerintahan Di Pemerintahan Di
Kecamatan Kecamatan
52 Pembinaan Pembinaan Jumlah Orang Yang Jumlah Orang Yang 440 orang 440 orang 440 orang 198.392.500 198.392.500 198.392.500 KECAMATAN
Wawasan Wawasan Mengikuti Mengikuti SAWAHAN
Kebangsaan dan Kebangsaan dan Pembinaan Pembinaan
Ketahanan Ketahanan Wawasan Wawasan
Nasional Dalam Nasional Dalam Kebangsaan Dan Kebangsaan Dan
Rangka Rangka Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional
Memantapkan Memantapkan Dalam Rangka Dalam Rangka
Pengamalan Pengamalan Memantapkan Memantapkan
Pancasila, Pancasila, Pengamalan Pengamalan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pancasila, Pancasila,
Undang-Undang Undang-Undang Pelaksanaan Pelaksanaan

Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika Serta
Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Dasar Negara
Republik
Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika Serta
Pemertahanan
dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia

Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika Serta
Pemertahanan Dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia

Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka Tunggal
Ika Serta
Pemertahanan Dan
Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia




53 PROGRAM PROGRAM Persentase Desa Persentase Desa 100% 100% 100% 59.567.200 59.567.200 59.567.200 | KECAMATAN
PEMBINAAN PEMBINAAN Dan Kelurahan Dan Kelurahan SAWAHAN
DAN DAN Cepat Berkembang Cepat Berkembang
PENGAWASAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
DESA DESA
54 Fasilitasi, Fasilitasi, Jumlah Jumlah 9 9 9 59.567.200 59.567.200 59.567.200 | KECAMATAN
Rekomendasi dan Rekomendasi dan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/kelura Desa/kelura Desa/keluraha SAWAHAN
Koordinasi Koordinasi Cepat Berkembang Cepat Berkembang han han n
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa
55 Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 32.567.500 32.567.500 32.567.500 KECAMATAN
Administrasi Tata Administrasi Tata Yang Difasilitasi Yang Difasilitasi SAWAHAN
Pemerintahan Pemerintahan Dalam Rangka Dalam Rangka
Desa Desa Administrasi Tata Administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
56 Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 3 Dokumem 3 Dokumem 3 Dokumem 11.999.700 11.999.700 11.999.700 KECAMATAN
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Fasilitasi Dalam Fasilitasi Dalam SAWAHAN
Ketentraman dan Ketentraman dan Rangka Rangka
Ketertiban Umum Ketertiban Umum | Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Ketentraman Dan Ketentraman Dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
57 Fasilitasi Fasilitasi Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000 15.000.000 15.000.000 KECAMATAN
Penyusunan Penyusunan Fasilitasi Dalam Fasilitasi Dalam SAWAHAN
Perencanaan Perencanaan Rangka Rangka
Pembangunan Pembangunan Penyusunan Penyusunan
Partisipatif Partisipatif Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Partisipatif Partisipatif

3.058.028.500

3.058.028.500

3.201.447.500




Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya
dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah

sebagaimana tabel berikut:



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja
tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-
2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk,
menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif
dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan
Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024; dan

3. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi,
efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si



KECAMATAN SAWAHAN KAB. NGANJUK

TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2024

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD PERUBAHAN 2024

Bertambah/Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025

TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

KECAMATAN SAWAHAN

3.365.718.108,00

3.058.028.500,00

3.201.447.500,00

-164.270.608,00

3.470.697.659,00

UNSUR KEWILAYAHAN

3.365.718.108,00

3.058.028.500,00

3.201.447.500,00

-164.270.608,00

3.470.697.659,00

7.01

KECAMATAN

3.365.718.108,00

3.058.028.500,00

3.201.447.500,00

-164.270.608,00

3.470.697.659,00

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Nilai SAKIP Kecamatan

80 Nilai

80 Nilai

2.918.410.808,00

2.610.721.200,00

2.704.140.200,00

58.246.551,00

2.976.657.359,00

7.01.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

8 Dokumen

8 Dokumen

1.200.000,00

3.540.000,00

3.540.000,00

2.340.000,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

Kab. Nganjuk

1.200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

2 Dokumen

2 Dokumen

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0002

Koordinasi dan Penyusunan D

okumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0003

Koordinasi dan Penyusunan D

okumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0004

Koordinasi dan Penyusunan D

PA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

1 Dokumen

1 Dokumen

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0005

Koordinasi dan Penyusunan P

erubahan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

2 Dokumen

2 Dokumen

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.01.0006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikht

isar Realisasi Ki

nerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

2 Laporan

2 Laporan

200.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

2.340.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan
stabilitas keamanan,
ketentraman,
ketertiban dan
kerukunan serta
kesiapsiagaan
menghadapi
bencana
Meningkatkan
stabilitas keamanan,
ketentraman,
ketertiban dan
kerukunan serta
kesiapsiagaan
menghadapi
bencana

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

14
Dokumen

14
Dokumen

2.596.621.508,00

2.308.293.000,00

2.401.712.000,00

-194.909.508,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

Kab. Nganjuk

2.707.504.809,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2024

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD PERUBAHAN 2024

Bertambah/Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

14 Orang/b
ulan

14 Orang/b
ulan

2.595.221.508,00

2.304.233.000,00

2.397.652.000,00

-197.569.508,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

2.706.104.809,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.02.0005

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan

1 Laporan

1.200.000,00

1.520.000,00

1.520.000,00

320.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

1.200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

12 Laporan

12 Laporan

200.000,00

2.540.000,00

2.540.000,00

2.340.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

15.701.100,00

6.000.000,00

7.850.000,00

-7.851.100,00

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

Kab. Nganjuk

15.596.400,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

22 Paket

22 Paket

9.701.100,00

0,00

0,00

-9.701.100,00

Kab. Nganjuk,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

9.596.400,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

6 Orang

6 Orang

6.000.000,00

6.000.000,00

7.850.000,00

1.850.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

6.000.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

12
Dokumen

12
Dokumen

72.640.600,00

72.640.600,00

74.390.600,00

1.750.000,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

Kab. Nganjuk

68.225.750,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

5 Paket

5 Paket

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

2.500.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

8 Paket

8 Paket

3.367.200,00

3.367.200,00

3.367.200,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

3.370.050,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET 2024

PAGU INDIKATIF (Rp)

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD PERUBAHAN 2024

Bertambah/Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2025

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

8 Paket

8 Paket

50.073.700,00

50.073.700,00

50.073.700,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

45.635.700,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

2 Paket

2 Paket

3.499.700,00

3.499.700,00

3.499.700,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

3.500.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dal

n Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

1 Dokumen

1 Dokumen

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

3.000.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

12 Laporan

12 Laporan

9.000.000,00

9.000.000,00

11.950.000,00

2.950.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

9.020.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.06.0010

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

6 Dokumen

6 Dokumen

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

-1.200.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

1.200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah
Pada Perangkat Daerah
Yang Disediakan

6 Unit

6 Unit

69.631.100,00

69.631.100,00

69.631.100,00

0,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

Kab. Nganjuk

27.000.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.07.0005

Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

2 Unit

2 Unit

8.815.400,00

8.815.400,00

8.815.400,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

9.000.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

4 Unit

4 Unit

60.815.700,00

60.815.700,00

60.815.700,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

18.000.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

12 Laporan

12 Laporan

34.200.000,00

22.200.000,00

18.600.000,00

-15.600.000,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

Kab. Nganjuk

34.200.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-05 11:12:50

Halaman 3




NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

TARGET 2024

PAGU INDIKATIF (Rp)

2023

SEBELUM

SESUDAH

RKPD 2024

APBD 2024

RKPD PERUBAHAN 2024

Bertambah/Berkurang (10-12)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2025

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

12 Laporan

12 Laporan

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

600.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

12 Laporan

12 Laporan

33.600.000,00

21.600.000,00

18.000.000,00

-15.600.000,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

33.600.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik
Daerah Pada Perangkat
Daerah Yang Terpelihara

18 Unit

18 Unit

128.416.500,00

128.416.500,00

128.416.500,00

0,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

Kab. Nganjuk

122.930.400,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

3 Unit

3 Unit

39.968.250,00

39.968.250,00

39.968.250,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

40.003.200,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.09.0005

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel yang
Dipelihara

5 Unit

5 Unit

6.477.750,00

6.477.750,00

6.477.750,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

3.502.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

6 Unit

6 Unit

7.625.000,00

7.625.000,00

7.625.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi

(e-gov)

7.650.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain

nya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

4 Unit

4 Unit

74.345.500,00

74.345.500,00

74.345.500,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

71.775.200,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.02

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Persentase Kegiatan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik Yang
Dilaksanakan Dengan
Tertib

100 %

100 %

116.678.000,00

116.678.000,00

116.678.000,00

57.000,00

116.735.000,00

7.01.02.2.01

Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

6 laporan

6 laporan

109.748.000,00

109.748.000,00

109.748.000,00

0,00

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

Kab. Nganjuk

109.805.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN

7.01.02.2.01.0001

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat

Daerah dan Instansi

Vertikal Terkait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

6 Laporan

6 Laporan

109.748.000,00

109.748.000,00

109.748.000,00

0,00

Kab. Nganjuk,
Sawahan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam Dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)

109.805.000,00

KECAMATAN
SAWAHAN
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR SAN § PIRGEIRAN KEGIATAN / SUB PERIODE Gl TARGET RENJA NEROIEOLS D
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2022 2023 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 5.000.000,00 | KECAMATAN
Prasarana dan Sarana Koordinasi/Sinergi dengan Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Pelayanan Umum Perangkat Daerah dan/atau Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Instansi Vertikal yang Terkait Transformasi dengan pemanfaatan
dalam Pemeliharaan Sarana Pelayanan Publik teknologi informasi
dan Prasarana Pelayanan (e-gov)
Umum Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Jumlah Dokumen 2 Dokumen | 2 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 5.000.000,00 [ KECAMATAN
Koordinasi/Sinergi dengan Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Perangkat Daerah dan/atau Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Instansi Vertikal yang Terkait ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
dalam Pemeliharaan Sarana Pelayanan Publik teknologi informasi
dan Prasarana Pelayanan (e-gov)
Umum Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1.930.000,00 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 1.930.000,00 | KECAMATAN
Pemerintahan yang Pelaksanaan Urusan Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Dilimpahkan kepada Camat Pemerintahan Yang Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Dilimpahkan Kepada Camat Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 965.000,00 965.000,00 965.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 965.000,00 | KECAMATAN
Pelaksanaan Nonperizinan Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
pada Urusan Pemerintahan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan 965.000,00 965.000,00 965.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 965.000,00 | KECAMATAN
Pelaksanaan Kewenangan Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Lain yang Dilimpahkan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
3. 7.01.03 PROGRAM Persentase Lembaga 100 % 100 % 51.670.000,00 51.670.000,00 101.670.000,00 75.000.000,00 126.670.000,00
PEMBERDAYAAN Kemasyarakatan
MASYARAKAT DESA DAN | Desa/Kelurahan Yang Aktif
KELURAHAN Dalam Proses
Pembangunan Di
Kecamatan
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 15 15 51.670.000,00 51.670.000,00 101.670.000,00 50.000.000,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 126.670.000,00 [ KECAMATAN
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan Desa Yang Lembaga K | Lembaga K Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Aktif Dalam Proses emasyarak | emasyarak Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Pembangunan Di Kecamatan atan atan Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga 8 Lembaga | 8 Lembaga 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 35.000.000,00 | KECAMATAN
Kemasyarakatan yang Kemasyara | Kemasyara Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Berpartisipasi dalam Forum katan katan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Musyawarah Perencanaan ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Pembangunan di Desa Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Jumlah Dokumen 15 15 16.670.000,00 16.670.000,00 16.670.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 16.670.000,00 | KECAMATAN
Sinkronisasi Program Kerja Dokumen Dokumen Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
dan Kegiatan Pemberdayaan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Masyarakat yang Dilakukan ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
oleh Pemerintah dan Swasta Pelayanan Publik teknologi informasi
di Wilayah Kerja Kecamatan (e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan - 1 Laporan 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 | Kab. Nganjuk, INSENTIF - Meningkatkan tata 75.000.000,00 [ KECAMATAN
Efektivitas Kegiatan Sawahan, FISKAL kelola pemerintahan SAWAHAN
Pemberdayaan Masyarakat Semua Kel/Desa dan pelayanan publik
di Wilayah Kecamatan dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISASI PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025 PERANGKAT
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
NO KODE IR L MOLStR KEGIATAN / SUB PERIODE GAESIAN TARGET RENJA RELOLAIEOIS DEERA
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG
KEGIATAN OPD TAHUN 2022 2023 Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) JAWAB
SEBELUM | SESUDAH RKPD 2024 APBD 2024 RKPD PERUBAHAN 2024 NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI Persentase Permasalahan 100 % 100 % 20.999.600,00 20.999.600,00 20.999.600,00 400,00 21.000.000,00
KETENTRAMAN DAN Ketenteraman Dan
KETERTIBAN UMUM Ketertiban Umum Yang
Ditangani
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 20.999.600,00 20.999.600,00 20.999.600,00 0,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 21.000.000,00 | KECAMATAN
Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Ketenteraman dan Ketertiban | Penyelenggaraan Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Umum Ketenteraman dan Ketertiban Transformasi dengan pemanfaatan
Umum Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 3 Laporan 20.999.600,00 20.999.600,00 20.999.600,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 21.000.000,00 | KECAMATAN
Sinergitas dengan Kepolisian Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Negara Republik Indonesia, Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Tentara Nasional Indonesia ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
dan Instansi Vertikal di Pelayanan Publik teknologi informasi
Wilayah Kecamatan (e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
5. 7.01.05 PROGRAM Persentase 100 % 100 % 198.392.500,00 198.392.500,00 198.392.500,00 -28.324.700,00 170.067.800,00
PENYELENGGARAAN Lembaga/Organisasi
URUSAN PEMERINTAHAN | Masyarakat Yang Aktif
umMum Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di
Kecamatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah Lembaga/Organisasi 4 Lembaga/ | 4 Lembaga/ 198.392.500,00 198.392.500,00 198.392.500,00 0,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 170.067.800,00 | KECAMATAN
Pemerintahan Umum Sesuai | Masyarakat Yang Aktif Dalam Organisasi | Organisasi Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Penugasan Kepala Daerah Penyelenggaraan Masyarakat | Masyarakat Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Pemerintahan Di Kecamatan Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang 440 Orang | 440 Orang 198.392.500,00 198.392.500,00 198.392.500,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 170.067.800,00 | KECAMATAN
Mengikuti Pembinaan Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Wawasan Kebangsaan dan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Ketahanan Nasional dalam ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
rangka Memantapkan Pelayanan Publik teknologi informasi
Pengamalan Pancasila, (e-gov)
Pelaksanaan Meningkatkan tata
Undang-Undang Dasar kelola pemerintahan
Negara Republik Indonesia dan pelayanan publik
Tahun 1945, Pelestarian dengan pemanfaatan
Bhinneka Tunggal lka serta teknologi informasi
Pemertahanan dan (e-gov)
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN Persentase 100 % 100 % 59.567.200,00 59.567.200,00 59.567.200,00 300,00 59.567.500,00
DAN PENGAWASAN Desa/Kelurahan Cepat
PEMERINTAHAN DESA Berkembang
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan | Jumlah Desa/Kelurahan 9 Desa/Kel | 9 Desa/Kel 59.567.200,00 59.567.200,00 59.567.200,00 0,00 Memperkuat Meningkatkan tata Kab. Nganjuk 59.567.500,00 | KECAMATAN
Koordinasi Pembinaan dan Cepat Berkembang urahan urahan Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Pengawasan Pemerintahan Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Desa Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang 8 Dokumen | 8 Dokumen 32.567.500,00 32.567.500,00 32.567.500,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 32.567.500,00 | KECAMATAN
Difasilitasi dalam rangka Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Administrasi Tata Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Pemerintahan Desa ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Fasilitasi 3 Dokumen | 3 Dokumen 11.999.700,00 11.999.700,00 11.999.700,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 12.000.000,00 | KECAMATAN
dalam rangka Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Penyelenggaraan Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
Ketenteraman dan Ketertiban ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Umum Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi 4 Dokumen | 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 | Kab. Nganjuk, DANA Memperkuat Meningkatkan tata 15.000.000,00 | KECAMATAN
dalam rangka Perencanaan Sawahan, TRANSFER Stabilitas kelola pemerintahan SAWAHAN
Pembangunan Partisipatif Semua Kel/Desa | UMUM-DANA Polhukhankam Dan dan pelayanan publik
ALOKASI UMUM | Transformasi dengan pemanfaatan
Pelayanan Publik teknologi informasi
(e-gov)
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan
teknologi informasi
(e-gov)
JUMLAH 3.365.718.108,00 3.058.028.500,00 3.201.447.500,00 -164.270.608,00 3.470.697.659,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-05 11:12:50 Halaman 6



	Perubahan renja perangkat daerah 2024 REVISI desk.pdf (p.1-36)
	Cetak SIPD Rencana Kerja Perubahan Kab. Nganjuk.pdf (p.37-42)

